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BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumenep, ‘perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata. Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep.

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan ; Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran xNegéra Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang- Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara' (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 5494);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmermtahan Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indones1a Tahun | 2014 . Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimané telah, diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang: Perub&han Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Talhun 2014 tentang Pemcrintahan Dacrah
(Lcmbaran Negara chubhk Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneela Nomor 5679)

4. Peraturan Pémermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembmaan ldan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemermtahan Daerah | . (Lembaran Negara Republik
Indonesaa Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan
Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4593)
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Menetapkan

Nomor 1*2
Perétmran

h tentang Pcmbentuka“_
ang undangan (Lcmbaran Ne
Indonesia: Tahun 2014 Nomor 199);'7
o. Peraturan Pemerlntah 1\{omor 18| Tahur

Perangk’ tv Daerah ;?'.'3(Lembf1rans”“'Negar,

2015 tcntang Pembcntukan Produk Hukum Daerdh

(Berlta Negdfa Repubhk Indoncma ’I‘ahun 2015 Nomor

2036:‘.'% SRR St 0

8. Peraturan aerah Kabupal(n bumenep Nomor 9
Tahun 20‘16 tentang ‘Pembe ntukan dan' Susunan
Perangkat i’ Dacrah (Lembaran % Daerah Daerah
Sumenep, ’I‘ahun 2016 Nomor 10); ¢ - = "y

9. Peraturan Bupat1 Sumencp Nomor 49 Tahun 12016

tentang .- Kedudukan, Susunan Orgamsam u’I‘ugas

Fungsi.dan Tata Kerja Dinas KETAHANAN PANGAN

DAN PETERNAKAN Kabupat(n Sumenep (Lembaran

Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 49)
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PERATURAN = BUPATI TENTANG = KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT | PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PETI‘RNAKAN KABUPATEN
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Dalam Peraturan 1r11 yang dlmaksud deng,an N R
1. Kabupater:adalah; Kabupaten Sumenep; .~ |,
2. Pemermtah‘.,Kabup‘aten adqhh Pcmermtah Kabupaten
%umenep, o R ; ‘
3. Bupati adal}ah Bupau Sumcn( p; o
4. Wakil Bupa;u adalah Wakil Bu pati Sumenep, S i
S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatl
dalam penyelenggaraan pcmcrmtahan daerah yang
terdiri- atas Sekretariat Dacrah, Sckretariat | DPRD
Inspektorat Dmas Daerah Badan Daerah dan
Kecamatanj |. :i: : ‘ N
6. Dinas Dacrah adalah Dinas (ctahanan Pangan dan
Peternakan'Kabupaten Sumcnep; |
7. Unit Pelaks]aha Teknis yang xclamutnya dlsebut UP’I‘
adalah’, Unsur pelaksana * opérasional - Dma% di
1apangan : untuk‘ melak%an akan keglatan' ‘teknis
opérasiOnal dan/atau kcgjmtan teknis penunjang
Lertentu dl,bldang Ketahanan Pangan dan Peternakan
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; ; , UP’I‘ pada i Dmas
Ket h: nan Pangan dan Pctcrnakan R x n

9. Jabatan Struktural ddaldh suatu kcdudukan yang
menumukan tugas tangguncr jawab, wewenang ddn
hé: corang Aparatur Sipil - Negara dalam.’ rangka
memlmpm suatu satuan orﬁamsam pcrangkat déerah;

IO.Jabatan ' Fungslonal adalah’ kedudukan gyang
menunjukkan tugas,: Langgung]awab wewenang dan
hak seorang. Aparatur Sipil Negara dalam suatu
satuan organ1sa<;1 yang dalam pcldksanaan tugasnya
dldasarkan pada ‘keahlian dan/atau "Tiyketerampllah
tertentu serta ber31fat mandm B R ¢
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KEDUDUKAN DAN SUSUI”AN ORGANISASI o
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(1) UPT 'mcrupakan unsur leddeI’ld kcglatan ‘tekm%
operasu)nal dan/atau kcgmtdn teknis - pcnunjdng
tertentu d1 bldang Ketahanan Pangan dan Peternakan

(2) UPT dlplmpm oleh Kepala yang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bcrtanggung Jawab
kepada Kepala Dlnas TN A

(3) UPT sebagalmana dimaksud pada éyati‘; (1) 1ada1a‘ﬁ
KelasA terdiri dari : : TR 1 ‘lj‘* o

UPT Laboratorlum Kesch atan chan e v Y
UPT Peternakan chamahm W)ldyah Utara | o
~UPT Pctcrnakan Kccamatan Wilayah Selatan; =~ |
UPT Peternakan Kecamatan W)layah Barat; ;
UPT Peternakan chamdhm W1laydh T1mur
UP_T o Petcmakan s Kgcdmdtan Wllaydh
Kepulauanl dan ' ‘ ST
g. UPT ' Petemakah . Kecamatan W layah
‘ Kepulauan 1. S ‘ St

(4) UPT Peternakan Kecamdtan Wllayah : ;Utara,
sebagalmana d1maksud pada ayat (3) ~huruf b,
membawahi: wﬂayéh RN T
a.. Kecamatan Mandmg,

b. Kecamatan Pasongsorigan
C. Kecamatan Ambunten
d.: chdmatan Da%uk dan
e. chamatan Bdtupuuh S A v {

(5) UP’I‘ Petcrnakan chamaumt Wilayah Sclatanf,
sebagdlmana dlmaksud pd(ld ayét (3) | hurufl ‘c,
membawahl w11ayah ' SR
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a Kecamatan Kota Sumencp,
b Kecamatan Saronggl
c. Kecamaian Bluto ‘
d. | Kecamatan G111gentmg, dan
€. Kecamatan Pragaan -
' Peternakan‘ Kecamatan W11ayah 4 Tlmur

a chamatan Kallanget

b"1 Kecamatan ’Iialango '

,’ Kecamatan Batanig-Batang;
d Kecamatan Gapura dan

chamatan Dungkek AT

(7) UPT Peternakan~ " Kccamatan Wllayah Bérat
sebagalmana dlmaksud pada dyat‘ (3) huruf €,
membawahl wﬂayah B Pk
a. Kecamatan ‘Lenteng, :

b. Kecamatan ‘buluk Guluk;
c. Kecamatan Gandmg,

d. Kecamatan Rubaru dan
e. Kecamatan Batuan

(8) UPT Peternakan Kecamat’m Wilayah Kepulauan I,
sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat (3) huruf f,
membawahl w1layah '

a. Kecamatan Gayam

b. Kecamatan Nongguﬁong,

C. Kecamatan Ra’és dan

d. Kecamatan Masalembu :

9 )UP’I‘ Peternakan Kecamatan Wilayah Kepulauan I,
sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) - huruf g,
membawah1 wﬂayah ' o !

a. Kecamatan Arjasa ]

b Kecamatcm Kangayoin dan

c.’ Kecamatan Sapekcn

f‘i‘ .

B l Pasal 3

Susunan Orgam%a%l UPT Scbagmmana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) terdm atas
a. Kepala UP’I‘1 .
b. Sub Baglaanata Usaha
c. Pelaksana urusan,‘dan |
d

"Kelompok Jabatan Fungsmnal
S .‘v}‘ li.‘




Bagaﬁ“Struktur Orgamsa31 UPT scbagaimana dlmaksud
dalam Pasal 3 seb%galmana terecantum dalam Lamplran
yang merupakan ‘ Ibaglan tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupatl ml |
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IR ‘ , BABIII ,
I T;UGAS 'DAN FUNGSI .
| E Baglan Kesatu
UPT Laboratonum Keschatan Hewan
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2y o ; ifasal 5

] |

(1) UPT Laboratorllﬁm: Keschatan Hcwan sebagaimana
dlmaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas
melaksaakan “sebagian  tugas  Dinas. dibidang
pengelolaan laboratoriUm keschatan hewan..

(2) Dalam- melaksanakan ‘tugas sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Hewan
menyelenggarakan fungsi : ‘ o

a. . Pe]aksanaan urusan sural menyurat, pengetlkan
penggandaan pendlstrlbu stan dan tata kearsipan;

b. Pelaksanaan pengolahcm data dan penyusunan

' _rencana keg1atan unit  pelaksana ' teknis
Laboratorlum Kesehatan Hewan;

C. 'Pelaksanaan pelayanan pengyjian mutu produk
"parlgan asal hewan dan produk pangan non
‘pangan asal hewan; o

d. Pelaksanaan' ~ pemcliharaan . peraléfan,

perlengkapan keamandn dan kebersihan kantor;

e. iiPelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner; '

f‘.-lPelaksanaan pemérlksaan dan dlagnosa penyaklt
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! [
|

; hewan . ‘
g ‘Pclak%anaan pelaporan pclaksanaan ~kegiatan
- admml%tra%l ' dan, operasional . pelayanan
‘ laboratorlum kc%hatcm hcewan; dan | '
h. Pclaksandan tdgas lain yang diberikan oleh chala

i ‘Dmas




‘ Baglan Kedua ,
P UPT Peternakan Kecamatan -
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(1) UPT Peternakan Kecamatan scbdoalmana dimaksud
Pasal 2! ayat (3) mcmpunvdl tugas melaksanakan
sebaglan : 'tugbas i ‘Dln‘db dlbldd]’l‘f : peternakan
kecamatan {":3,': : Ry UL A

(2) Dalam melaksanakan tugas scbamumana d1maksud
pada, ayat (1), UPT Pctgmdkcm ‘ Kecamatan
menyelenggarakan fungm o 'j‘ ?f i o

pelaksanaan urusan surat mgnyurat pengetlkan
penggandaan pendls‘mbuslan dan tata kear31pan

b pelaksanaan pengolahan data dan penyusunan
‘rencan‘a keglatan_ unit pclaksanaw teknis

w“ pefernékan kecamatan; o : | |
pelaksanaan * koordinasi dan ‘pe’r:nbinyaan
pclayanan budidaya dan pcngembangan tcrndk

E‘kcrsehatdn hewan, agribisnis, sumber daya dan

pcnyuluhan B |

d pelaksanaan"” - pemcliharaan peralatan

| perlengkapan keamanan dan kebersihan kantor

e. pelaksanaan pelaporan kegiatan admmlstram dan
operasmnal budldaya dan pet 1<7<>mbangan ternak

kesehatan hewan agribisnis, sumber day.a dan

penyuluhan‘ T : f B
f pelaksanaanv - administrasi f)emb‘{lkuah
" pendapatan ;f '5pe£1aporan dan ’ipenyie'tqran
| pendapatan petemakan‘ ke kas® ur‘rium

daerah danl"' . S j
g: pclaksanaan tugas lainn yang diberikan’ olch
Kepala Dmast L

i

v Baglan Ketiga }
o Sub Baglan Tata Usaha 2 |
' *}  Pasal 7
R 't‘._if. = Co f}‘[;‘
Sub Baglan Tata U%aha sebagaimana dlmaksud Qa{Iam
Pasal 3 hurufb mempunyal Luga% - B 5 b
‘Zi AT ST




a. menylapkan konsep surat mcnyurét pengetlkan

penggandaan pendlstrlbumdn dan Lata ker31pan serta

menylapkanvdata rcncana kegiatan UPT;  « | é‘

b. melakukani keg1atan | ac‘mmlbtrasy keuangdn
kepegawalan 3’ kctatdlak%zmaan ' perlengkapdn
keber51han keamanan dan kctertlban kantor :

C. memehhara . peralatan p(* lcnﬂkapan keamanan

kebersman kantor “dan . mclxk%anakan keglatan

i

keprotokolan serta meny1apkan pclayanan sarana dan

prasarana UPT § (
N ‘ L.

d. melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evalua31
pelaksanaan program ddn hasil- hasdnya

c. menyusun hasﬂ| evaluasi pclaksanaan keglatan dan
perma%alahan scbagau bahan laporan; dan

f. melaksanakan tugas lam yang diberikan oleh: Kepala

Unit Pelaksarla Tekms ‘ 0 -
P i Bagian Keciapat
: ;Pelaksana Urusan

‘rfw}".PasaIS ST E,

(1) Pelak%ana Uru%an mclaksa. akan tugas UP’T sesual
dengan uralan tugas.. o o :

(2) Uralan Luga% Pcldksana Urusan c(ilitetapkan‘ '()ltch
Kepala UPT’ ’ o ' o B

‘|.|  1ot ' o Lo

e Baglan Kelima ) |

b i

Kelompok Jabatar. Fungsional

‘l::‘ . t_‘ ;1" ’ Pasa‘lg
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(1) Kelompok Jabétah 'Fungsmn al rnémpunyai tugas
imelaksanakan scbagian tugas UP’I‘ sesuai dengdn
keahllan dan kleterampllan yang ¢ 11butuhkan L

(2) Kelompok1 i Jabatan [«ungsumal g sebagairriana
d1maksud pada ayat (1) terdiri dari Séjurﬁiah tenaga,
dalam Jenjang Jabataﬁ fungsional yang terbagi dalam
berbagal kelompok sesuai dengan bldang keahhannya

atau keterampllannya




, S T R I
(3) Jumlah tenaga fungs1onal Jenis dan Jenjang Jabatan
fungsmnal sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban ‘kerja
yang dlatur g berdasarkan pc Aaturan perundang-
undangan yang berlaku : i '

IS

BABIV
'TATA KERJ4

‘. SAEME R Pasal 10
KD S !
Kepa]a ‘U‘PT‘wajib 'rneriyuSun rcnc(ma kerja yang mengacu
pada:’ rencana strategls Dinas dc ngan melaksanakan
pr1n51p koordlna31 1ntegrab1 dan smkromsa& secara
vertikal dan hor156ntal serta membe r1kan blmblngan dan
petunjuk kepada bawalnannya masing- maﬁlng S
‘ Lo RN
1 BABV '
n ‘PEN‘GISIAN JABATAN l

: "“?. l?asal 11

Kepala UPT dan Kepala Sub agian Tata Usaha
sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3, dlangkat dan
dlberhentlkan oleh Bupau sesuai dengan ‘pe_raturan
perundang undangan yang berlaku. ' BRI

[

.. BABVI s B
T;KETI:BNTUAN PENUTUP ' i'

' Pasal 12 o o
| ; , 1 |
Pada saat Pcraturan Bupati ini inulai bcrlaku 1maka
Peraturan Bupat1 %umcncp Nomor 28 Tahun' 2009
tentang Tugas danl Fungm Unit Pcla k%ana Teknis (B(,I"lta
Dacrah Kabupaten Sumcnep Tahun 2009 Nomor 405)
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Bupat1
Sumenep Nornlor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupatl Sumcncp Nomor 28 Tahunt 2009
tentang Tugas dan Fung51 Unit Pclaksana Teknis (Berlta
Daerah 'Kabupaten Sumcncp Tahun 2016 Nornor 1 8)
dlcabut dan dinyatakan tidak berlali, ‘ {
. :
et i
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: . —
Piundangkan dal
Kabupat

Tanggal :
Tahun

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal = 93 AN 2017
BUPATI SUMENEP

)

7

4
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

1 Berita Dacr

umet xlzg\‘l
A.'Enmr: r4'

d Dacrah
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Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : /KL Tahun 2017
Tanggal : 1 3 JAN 201

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
|
SUB BAGIAN TATA
USAHA
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
URUSAN URUSAN URUSAN

BUPATLSUMENEP

//
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.




